WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015

Menimbang:

Mengingat:

a.

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan
sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak
dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik;
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah
tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu
dilakukan perubahan; :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan  Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin, dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Balikpapan Nomor 25);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Balikpapan Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang sampah; dan
c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Ketentuan mengenai kegiatan pengurangan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7
() Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. pemilahan;
b. pengumpulan:



(@

C. pengangkutan;

d. pengolahan; dan/atau

e. pemrosesan akhir.

Ketentuan mengenai penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

@

@

)

@

Pasal 8
Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh setiap orang pada
sumbemya.
Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah
menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri
atas:
a. sampah organik;
b. sampah anorganik;
c. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan
beracun dari Rumah Tangga;
d. sampah spesifik lainnya; dan
e. residu.
Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
() dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang
memenuhi persyaratan:
a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. diberi label atau tanda; dan
c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Wali Kota.



4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

@

2

©)

@

©)

Pasal 9

Pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi

tanggung jawab:

a. masyarakat dapat langsung membuang sampah ke
TPS dan/atau Halte Sampah;

b. lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT
atau didirikan olen kelompok masyarakat sendiri
untuk pengumpulan sampah ke TPS, Halte Sampah
dan/atau TPS 3R;

c. Pemerintah Daerah untuk pengangkutan sampah dari
TPS, Halte Sampah dan/atau residu dari TPS 3R ke
TPST atau TPA;

d. pengelola permukiman komersil, kawasan komersial,
kawasan industri, dan kawasan khusus untuk
mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS
dan/atau TPS 3R dan untuk mengangkut sampah
dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA; dan

e. Pemerintan Daerah untuk sampah dari fasilitas
umum, fasilitas sosial dari sumber sampah dan/atau
dari TPS, Halte Sampah dan/atau TPS 3R ke TPST
atau TPA

Penyimpanan sampah dari rumah tangga, fasilitas

umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS,

dilakukan dari jam 18.00 sampai dengan 06.00.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan sampah

dari rumah tangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya ke Halte Sampah diatur dengan

Peraturan Wali Kota.

Alat  pengangkutan sampah  harus  memenuhi

persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan,

kenyamanan, dan kebersihan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan dan

pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

@

@

©)

Pasal 13
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada
lembaga/instansi, badan usaha, kelompok masyarakat,
atau individu yang melakukan:
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
d. tertib penanganan sampabh.
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. penghargaan;
b. publikasi penilaian kineija terbaik; dan/atau
c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Wali Kota.

8 Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18
diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8),
sehingga berbunyi sebagai berikut:

D
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Pasal 18
Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah
dengan cara yang berwawasan lingkungan.
Setiap orang, baik rumah tangga, kawasan permukiman
komersil, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau
kawasan lainnya wajib memilah sampah dari sumbemya
dan menyimpan dengan benar.
Pengelola permukiman komersil, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, wajib menyediakan



bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai

dengan jenis sampah ke TPST atau TPA

(4) Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan pembatasan
produk/kemasan plastik sekali pakai pada kemasan
barang yang diproduksinya.

(®) Pelaku usaha wajib secara aktif berkoordinasi dan
bekeija sama dengan Pemerintah Daerah dalam
menerapkan pengelolaan sampah.

(6) Setiap kendaraan umum roda 4 (empat) atau lebih wajib
dilengkapi dengan tempat sampah.

(7) Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib:

a. bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi
penyelenggaraan kegiatan;

b. menyediakan sampah terpilah dan menyerahkan
kepada pengelola sampah sesuai dengan jenisnya;
dan

c. mengangkut residu sampah akibat adanya
penyelenggaraan kegiatan ke TPA

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bak
sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai
dengan jenis sampah ke TPST atau TPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan \Wali
Kota.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha
pengelolaan sampah wajib memiliki perizinan berusaha.
(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik (online single submission).

10. Pasal 20 dihapus.



11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

a.

menyimpan sampah di luar TPS dan/atau Halte Sampah
yang telah disediakan;

melakukan penanganan sampah dengan penyimpanan
terbuka di tempat pemrosesan akhir;

membakar sampah secara terbuka;

membuang bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman,
sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang
sejenis;

membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas
kendaraan;

menyimpan kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS
dan/atau Halte Sampah dan sekitamya serta fasilitas
umum;

menyimpan sampah ke TPS dan/atau Halte Sampah
dengan menggunakan kendaraan bermotor dan/atau
kendaraan tidak bermotor, yang volumenya lebih dari 1
(satu) meter kubik, kecuali oleh petugas untuk
kepentingan dinas;

mengeruk atau mengais sampah di TPS dan/atau Halte
Sampah, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
menyimpan sampah di TPS dan/atau Halte Sampah
diluar jam yang telah ditentukan; dan

membuang sampah ke saluran drainase, badan sungai,
dan pesisir pantai.

12. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 5 (lima) Pasal
yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D dan Pasal
29E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) Pengelola permukiman komersil, kawasan komersial,

kawasan industri, dan kawasan khusus yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)
dikenai sanksi administratif.



(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) berupa:
a teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
e. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 29B

(1) Setiap pemilik/pengguna kendaraan umum roda 4
(empat) atau lebih yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dikenai
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa denda”™administratif sebesar Rpl00.000,00
(seratus ribu rupiah).

Pasal 29C
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
e. pencabutan perizinan berusaha.
Pasal 29D
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf f,
huruf h, dan huruf i dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a teguran lisan;
b. teguran tertulis;



- 10.

c. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus
ribu rupiah); atau

d. sanksi administratif dalam bentuk keija sosial berupa
membersihkan lingkungan sekitar tempat
pelanggaran.

Pasal 29E

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A, Pasal
29B, Pasal 29C dan Pasal 29D diatur dalam Peraturan Wali
Kota.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 31
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik

terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah

ini.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang pengelolaan sampah;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan
sampabh;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang
pengelolaan sampah;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan,
dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang pengelolaan sampah;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat bahan bukti, pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan
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yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang pengelolaan sampah; dan

f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan
sampabh.

3, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.

4y Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan
kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 32

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dan huruf j, dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp5.000.000.00 (lima juta
rupiah).

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Agustus 22
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MASTJD



Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Agustus 22
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/11/34/4/2022);

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABET )RUAN



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH

RUMAH TANGGA

UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga, telah menyatakan bahwasanya
pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara
pemerintah dan masyarakat, yang dalam penanganannya
dimungkinan untuk bekerjasama dengan lembaga maupun pihak
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa isu strategis terkait dengan Peraturan Daerah Kota
Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
antara lain menyangkut: (a) Penyelenggaraan pengelolaan sampah
di Kota Balikpapan, (b) Sanksi dan kompensasi (reward and
punishment) bagi masyarakat, (¢) Pengembangan dan penerapan
teknologi dalam hal pembuangan sampah yang lebih efektif dan
efisien, (d) Sistem informasi pembuangan sampah yang dirasakan
perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih paham, dan (e) Peran
dan pembinaan masyarakat dalam hal pembuangan sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang
dirasakan perlu lebih ditingkatkan.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat
penegakan kebijakan Daerah, harus disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan
perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada permasalahan
yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penegakan
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.



Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.
Angka 6

Cukup jelas.
Angka 7

Cukup jelas.
Angka 8

Cukup jelas.
Angka 9

Cukup jelas.
Angka 10

Cukup jelas.
Angka 11

Cukup jelas.
Angka 12

Cukup jelas.
Angka 13

Cukup jelas.
Angka 14

Cukup jelas.

Pasal Il

Cukup jelas.
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